SALINAN

BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI BELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN QEDUNG

DIENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WAJO,

Menimbang : a.  bahwa retribusi daerah sebagai salah satu sumber
pendapatan asli dacrah digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka
mendukung kemandirian daerah dan menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;

b,  bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10
Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang
salah satunya mengatur tentang retribusi izin
mendirikan bangunan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan,
sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 88 ayat (4)
hurufa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dan Pasal 347 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, diperlukan pengaturan
mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
dalam bentuk peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [l di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Menetapkan :

dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.

2. Pemecrintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

Bupati adalah Bupati Wajo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Wajo.

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah teknis yang
membidangi urusan retribusi PBG.

bW
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M,

10.

11,

12.

Bodan adalah selumpulan orang dan/atau modal yang,
merupnkan kesantunan, balk yang melakukan usaha
maupun yang tidak melnkukan usaha yang meliputi
perneronn terbatan, perseroan komanditer, perseroan
Ininnya, badan usaha millk negara (BUMN), atau badan
usahn milile daerah (BUMD), dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongal, koperasl, dana pensiun,
pernekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massn, organisanl  noslal politlk, atau organisasi
Ininnya, lembaga dan bentuk badan Ininnya termasuk
kontrak investas! kolektlf dan bentuk usaha tetap,
Retribusi Daernh, yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah nebagal pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau asilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga  kelestarian
lingkungan.

Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat BG
adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah
dan/atau air yang berfungsi secbagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,
kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada
pemilik BG untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat BG
sesuai dengan standar teknis BG,

Klasifikasi BG adalah klasifikasi dari fungsi BG sebagai

dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif
dan persyaratan teknisnya,

BG Sederhana adalah BG dengan karakter sederhana
dan memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana
termasuk dapat dibangun oleh setiap orang yang tidak
memiliki kualifikasi keahlian teknis BG dan/atau yang
memanfaatkan kearifan lokal seperti rumah panggung,
BG yang memiliki fungsi tunggal hunian dengan luas
total bangunan maksimal 100 m2 (seratus meter
persegi) satu lantai atau dua lantai dengan dengan
menggunakan desain prototipe yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah, bangunan yang berada pada tanah
landai dengan kemiringan tanah asli maksimal 2% (dua
persen), struktur tidak menggunakan bahan baja dan
harus memenuhi kriteria pondasi dangkal, jarak antar
kolom meksimal 3 m (tiga meter), tinggi kolom
maksimal 3 m (tiga meter), luas bidang dinding
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

maksimal 9 m2 (Sembilan meter persegl), perbandingan
sisi pendek dengan sisi panjang bangunan maksimal
1:3 (satu banding tiga), bangunan yang menggunakan
seplik konvensional atau pengolahan limbah komunal,
dan bangunan dengan daya listrik terkecil yang
disediakan oleh instansi penyedia sambungan listrik.

. BG Tidak Sederhana adalah BG dengan karakter tidak

sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi
tidak sederhana termasuk harus dibangun oleh
penyedia jasa bersertifikat, bangunan yang berada pada
tanah dengan kemiringan tanah diatas 2% (dua persen)
hingga 100% (seratus persen) (45°%), bengunan dengan
beban hidup sampai dengan 800 kg/m2 (delapan ratus
kilogram per meter persegi) dan/atau bangunan dengan
basemen tidak lebih dari 3 lapis.

- Retribusi Persetujuan Bangunan Cedung selanjutnya

disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas
persetujuan BG yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan
kelaikan fungsi BG sebelum dapat dimanfaatkan.
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti
kepemilikan Bangunan Gedung,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut retribusi tertentu.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya diangkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang,

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda,

Pejabat adalah Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi urusan Retribusi PBG,

Fungsi Keagamaan/Peribadatan adalah fungsi utama

scbagai tempat manusia melakukan ibadah yang
berupa:
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bangunan masjid termasuk musala;

bangunan gereja termasuk kapel;

bangunan pura;

bangunan vihara;

bangunan kelenteng; dan

bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya
yang diakui oleh negara.

meangs

BAB 11
FUNGSI DAN KLASIFIKAS] BG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

BG ditetapkan berdasarkan:
a. fungsi BG; dan
b. klasifikasi BG.

Bagian Kedua
Fungsi BG

Pasal 3

(1) Fungsi BG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis,
yang ditinjau dari segi tata bangunan dan
lingkungannya maupun keandalan BG.

(2) Fungsi BG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. fungsi hunian;

b, fungsi keagamaan;

¢. fungsi usaha;

d. fungsi sosial dan budaya; dan
e. fungsi khusus.

(3) Selain fungsi BG sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
fungsi BG dapat berupa fungsi campuran.

(4) Fungsi BG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan fungsi utama.

(5) Penetapan fungsi utama sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditentukan berdasarkan aktivitas yang
diprioritaskan pada BG,

(6) Fungsi Campuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki BG.

(7) Fungsi BG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Baglnn Ketlgn
Klnniknal BO

Pannl 4

(1) BO sebagaimann dimakeud dalam Pasal 2 huruf b

dillasifikaaikan berdasarkan:

n. tnghat kompleksitas;

b. tnghat permanenal;

e, Ungkat risiko bahaya kebakaran;
d. lokasi;

e. ketlngglan BQ;

[, kepemilikan BG; dan

g. kins bangunan,

(2) Klasifiknai  berdasarkan  tingkat  kompleksitas
sebagaimana dimakeud pada ayat (1) huruf a meliputi
BQ sederhana, BG tidak sederhana dan BG khusus,

(3) Klasifikasi  berdasarkan  tingkat  permanensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a, BG permanen; dan
b, BG nonpermanen,

(4) Klasilikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya
kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl
¢ meliputi BG tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat
risiko kebakaran sedang dan tingkat risiko kebakaran
rendah,

(5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul d meliputi BG dilokasi padat, BG di
lokasi sedang, dan BG di lokasi renggang.

(6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian BG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi BG super
tinggi, BG pencakar langit, BG bertingkat tinggi, BG
bertingkat sedang dan BG bertingkat rendah.

(7) Klasifikasi Dberdasarkan kepemilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf { meliputi BGN dan BG
selain milik negara,

(8) Klasifikasi BG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB (11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PBG

Pasal 5

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF
bangunan gedung atau prasarana bangunan Gedung,

Pasal 6

(1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
yakni penerbitan PBG dan SLF,
(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.  kegiatan layanan pemeriksaan pemenuhan
standar teknis;
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b penerbitnn PHO,

¢, Inapekal B0,

d,  penerbitan BLI7,

e.  penerblitan SBKBO; dan

(. pencetaknn plaknt 8L,

(3)  Penerbitan PBO dan BLI" sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) diberllan untuk permohonan persetujunn;

n.  pembangunan baru;

b, BO yang sudah terbangun dan belum memiliki
PBA dan/atau BLI, atau

¢. PBO perubahan,

(4) PBO  perubahan  sebagaimana  dimaksud  pada
nyal (3) huruf ¢, meliputi:

a, perubnhan fungsl BO;

b, perubahan lapls BO;

¢. perubahan luas BO;

d. perubahan tampak B0,

e. perubahan spesifikasl dan dimensi komponen
pada BO yang mempengaruhi aspek kenelamatan
dan/atau kesehatan;

f. perkuatan BO terhadap tingkat kerusakan sedang
atau berat;

g perlindungan dan/atau pengembangan BO cagar
budaya; atau

h. perbalkan BQ yang terletak di kawasan cagar
budaya.

(5) PBO perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan
pekerjaan perawatan,

(6) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan terhadap penerbitan PBQ dan SLF untuk:
a. bangunan pemerintah pusat;

b. bangunan pemerintah provinsi;

¢.  bangunan Pemerintah Daerah; atau

d. bangunan yang memiliki fungsi
keagamaan/peribadatan,
Pasal 7

(1) Subjek retribusi PBG yakni setiap orang pribadi atau
Badan yang memperoleh PBG dan SLF.

(2) Wajib Retribusi PBG merupakan orang pribadi atau
Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi PBG,

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi PBQ digolongkan scbagai Retribusi Perizinan
Tertentu,
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BAR v
CARA MENQUKUR TINOKAT PENGOUNAAN JASA

Pannl O

(1) Besarnyn retribusl PBQ  yang terutang  dihitung
berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa
atas penyedinan layanan dan harga satuan retribusl
PBA.

(2) Tingkat penggunaan jasa aias penyedioan layanan
scbagaimana  dimakeud pada ayat (1) diukur
berdasarkan formula yang mencerminkan biaya
penyelenggarnan penyedinan layanan,

(3) Harga satuan retribusl PBG sebagaimana dimakeud
pada ayat (1) terdiri atas;

a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi
untuk BG; atau

b. harga satuan retribusi prasarana BO untuk
prasarana BO,

(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas formula untuk:

a. BG; dan
b. Prasarana BQ.

(5) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) pada bangunan
sederhana,

b. sebesar 0,4% (nol koma empat persen) untuk
bangunan tidak sederhana.

c. sebesar 0,5% (nol koma lima persen) bangunan
fungsi campuran,

(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
terdiri atas:

a. luas total lantai;
b. indeks terintegrasi; dan
c. indeks BG terbangun,

(7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

terdiri atas:

a. volume;

b. indeks prasarana BG; dan
¢. indeks BG terbangun.

BAB VI
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi
PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian
biaya penyelenggaraan penerbitan PBQG dan SLF,

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBC dan SLF
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penerbitan dokumen PBQ dan SLF;
b. inspeksi pemilik bangunan;
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penegakan hukum;
penatausahaan; dan
¢. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF

tersebut.

oo

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Stuktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan
berdasarkan keglatan pemeriksaan pemenuhan
standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. BG;dan
b. Prasarana BG.

(2) Tarif retribusi PBG untuk BG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Luas Total
Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (llo) dikalikan
Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan
Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks BG Terbangun
(Ibg) atau dengan rumus:

LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

(3) Tarif retribusi PBG untuk Prasarana BG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan
Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana BG (1) dikalikan
Indeks BG Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan
retribusi prasarana BG (HSgy) atau dengan rumus:

V x1xTbg x HSpte

(4) Indeks Ternntegrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If)
dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp)
dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor
kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

IfxE (bp x Ip) x Fm

(5) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 12

(1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
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ERVERYI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Paanl 13

Retribusl PBQ dipungut di wilayah Daerah,

BAB X
TATA CARA PEMUNCGUTAN
Ppaaal 14

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan pada sant Subjek
Retribusi mengajukan permohonan PBQ,

(2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daernh yang
ditunjuk oleh Bupati,

(3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamalkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Retribusi harus dibayar sekaligus secara nontunai.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilakukan setelah Wajib Retribusi menerima
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pembayaran dapat dilakukan secara tunai
apabila pembayaran secara nontunai terganggu.

(4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada
Bendahara khusus Penerima pada Perangkat Daerah.

(5) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) harus menyetor hasil pembayaran Retribusi ke Kas
Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
retribusi  dibayarkan, kecuali hari libur dapat
dilakukan pada hari berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
secara nontunai dan tunal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 16

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat melunasi
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat meminta penundaan pembayaran
dan/atau angsuran Retribusi kepada Bupati.

(2) Wajib Retribusi yang diberikan penundaan
pembayaran dan/atau angsuran Retribusi oleh Bupati

10
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
melunasi sampai dengan jangka waktu yang telah
ditentukan, dikenakan sanksi administratif,

(3) Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari
Retribusi yang tertunda setiap bulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran
Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati,

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, wajib
Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati dengan menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. masa Retribusi;

c. besarmnya kelebihan pembayaran; dan
d. alasan singkat dan jelas.

(2) Bupati paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
menerima permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka aktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan
suatu  keputusan, permohonan  pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi PBG dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama
1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Bupati tidak
memberikan keputusan.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi PBG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Retribusi tersebut.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lama 2 (dua] bulan terhitung sejak diterbitkannya
SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
PBG diberikan setelah lewat jangka waktu 2 ([dua) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per
seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran Retribusi PBG.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
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ALY XTI
PIENACTHAN RIETRIBUBE PG

Pasnl 18

(1) Penngihan  Retribusl — PBA - dilakukan  terhadap
penundann dan/atau angsuran pembayaran Retribual
sebngnimana dimakaud dalam Pasal 16 menggunakan
BTRID,

(2)  Penaglhan retrlbusl terutang sebagalimana dimaksud
pada ayat (1) didahulul dengan surat teguran,

(3)  Pengelunran sural teguran, peringatan atau surat laln
yang  nejenis  sebagnl  tindalkan  awal  pelaksanann
penagihan retribusl dikeluarkan setelah 7 (tujub) hari
nejnk tanggal Jatuh tempo pembayaran,

(4)  Dalam fangka waktu 7 (tufuh) harl setelah tanggal surat
teguran, peringatan atau surat laln yang sejenis, Wajlh
Retribusl harus melunasi Retribusl yang terutang,

(5) Surat teguran atau  surat lalnnya  sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjule,

(6)  Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara penaglhan
dan penerbitan surat teguran, peringatan atau surat
Inin yang sejenin diatur dalam Peraturan Bupatl,

BAB X1
KEBERATAN

Panal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan  secara tertulls menggunakan bahansa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas,

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal penerbitan SKRD,

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan
alasan karena keadaan diluar kekuasaannya,

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi
dan pelaksanaan penagihan Retribusi,

Pasal 20

(1) Bupati menerbitkan surat keputusan keberatan
terhadap  permohonan  keberatan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.

(2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat keputusan:

a. menerima seluruhnya;
b. menerima sebagian;
¢. menolak; atau
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d. menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila Bupati tidak memberikan keputusan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
permohonan keberatan dinyatakan dikabulkan.

(4) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau
seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dan huruf b atau dikabulkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), kelebihan pembayaran Retribusi
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB,

BAB XIV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI FBG

Pasal 21

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan pungutan Retribusi PBG setelah
mendapat pertimbangan dari Perangkat Daerah terkait.

(2) Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
a. bangunan fungsi sosial dan budaya;

b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat
berpenghasilan rendah; atau
¢. kondisi khusus yang dialami oleh Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan pungutan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria
bangunan bukan gedung sebagai sarana dan
prasarana umum yang tidak komersial.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi
diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI PBG

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG yang
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak
pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib
Retribusi baik lJangsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
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penagihan dibitung sejnle tanggal diterimanya sural
teguran tersebut,

(4 Pengakuan  utang  Retrlbual  secara  langsung
sebagnimann dimakaud pada ayat (2) hurafl b adalah
Wajily Retribusl dengan  kesndarannya menyatakan
maailh  mempunyal  utang  Retrlbusl  dan  belum
melunasinya kepada pemerintah daerah,

(5)  Pengakunn utang Retribusl secarn tlidak langsung
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketnhui darl pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Retribusl,

Pasnl 23

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karenn hak uniuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan,

(2) Penghapusan plutang yang sudah kedaluarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupatl.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penghapusan  piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati,

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 24

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi
sesuai dengan lketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Wajib Retribusi yang diperiksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku
atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan
dokumen lain yang berhubungan dengan objek
retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
ataun ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna  kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
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BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan
retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian
kineria tertentu,

(2) Penerima insentil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pemberian insentil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kesesuaian
penetapan fungsi dalam PBG dikenai sanksi
administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan:
1. pembangunan;
2. pemanfaatan; dan
3. pembongkaran;
€. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:
1. tahapan pembangunan;
2. pemanfaatan; dan
3. pembongkaran;
d. pembekuan:
1. PBG;
2. SLF; dan
3. persetujuan pembongkaran
e. pencabutan:
1. PBG;
2. SLF; dan
3. persetujuan pembongkaran;
a. penghentian sementara atau tetap pada
I?cmkeﬂﬂﬂﬂ pelaksanaan pembangunan;
b. penghentian sementara atau tetap pada
pemanfaatan BG,

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari Retribusi PBG yang terutang, yang
tidak, atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dibidang
retribusi dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi;

a. menerima, mencar, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
tentang orang pribadi atau Badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau Badan, memeriksa buku, catatan,
dan dokumen lain;

d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

f. mexqinta berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat;

g pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau
dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana;
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i,  memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagal tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Pertanian sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN FIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak menjalankan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (kali) jumlah retribusi terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran,

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penerimaan negara.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) BG yang didirikan, diubah, dan/atau diperbaiki
berdasarkan ketentuan izin mendirikan bangunan yang
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini,
dipandang telah memperoleh PBG,

(2) Pemilik BG yang pada saat berlakunya Peraturan
Daerah ini telah mendirikan/mengubah/memperbaiki

BG tanpa izin, harus mengajukan permohonan PBG
berdasarkan Peraturan Daerah ini,
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(3) BO yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah
ini sedang dalam proses pendirian, harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan

Daerah inl.
BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan
mengenal retribusi  izin mendirkkan bangunan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2017
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 2 Juni 2022
BUPATI WAJO,

TTD

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.02.028.22

Snﬂm.n eesual dengan aslinya
akcretariat Daerah Kab. Wajo

_,mp 9340115 200604 2 010

"\"fn AT "J"
'\'r-'
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IL.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANQUNAN GEDUNG

UMUM

Persetujuan BG mempunyai peran sangat penting dalam
mengendalikan pembangunan dan pemanfantan bangunan di wilayah
Kabupaten Wajo, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan
lingkungan serta tertib pembangunan. Tertib pembangunan yang
dimaksud adalah desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan
sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien
Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien
Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mencabut ketentuan
mengenai izin mendirikan bangunan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang berlaku
saat ini, Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang dalam Pasal 114 mengubah ketentuan Pasal
141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dengan mengatur bahwa salah jenis retribusi perizinan
tertentu adalah Retribusi Persetujuan BG, hal ini kemudian dipertegas
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Retribusi Persetujuan BG termasuk dalam golongan Retribusi
Perizinan tertentu. Prinsip dan sasaran dalam penetapan taril Retribusi
Perizinan Tetrtentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian
atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen
izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan
biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
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Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas,

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan BG Permanen adalah bangunan
gedung yang rencana penggunaannya lebih dari 5 (lima) tahun.
Yang dimaksud dengan BG Nonpermanen adalah bangunan
gedung yang rencana penggunaannya sampai dengan 5 (lima)

tahun,

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas.
Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
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Pivwal 14

Culonp Jelan,
Pamnl 1h

Cukap delan.
PMannl 16

Cukoup delns,
"annd 17

Culiup delns,
Pannl 10

Culiup delan,
Pannl 10

Culup Jelan,
Pannl 20

Culiup Jelan,

Panal 21
Aynt (1)

eukup jelnn
Ayat (2) hurul o
cukup Jelnn
huruf b
cukup jelng
huruf e

yving dimakaud dengan Kondisl Khusus adalnh  peristiwa
dMluar kuasa yang dinlaml oleh wajib retvibusl yang
memungkinkan tdak dapat membayar retribusl  PBO
sepert! terdampak bencana nlam ntau bencann nonalam,

Ayat (3)

cukup jelas
Ayat (4)

cukup jelans,

Paual 22
Cukup Jelan,
Pasal 23
Cukup Jelas,
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Pasal 24

Culaup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas,

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas,

Pasal 30

Cukup Jelas,

Pasal 31

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 148
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1. BG

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati

B. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Indeks Bobot Indeks Parameter [ip)
Fungsi Fungsi (I) | Klasifikasi | Parameter Parameter
[bp)
Usaha 0,7 Kompleksit 0,3 & Sederhana 1
ns b Tidak
Sederhana 2
Usaha 0,5 Permanensi 0,2 a Non 1
[UMKM- Permanen 2
Prototipe] b Permanen )
Huni Retinggian 0,5 TMengikuti Tabel Mengiluti
Koefisien Jumlah Tabel
Lantai Koefisien
o <100 0,15 Jumlah Lanta:
m?
dan =2
Lanmmi
b. >100 m= 0,17
dan =2
Lantai
Keagamaan 0
Fung=i 1
EKhusus
Sosal Budaya 0,3 Falctor Kepemilikan (Fm) i tgarn 4 0
b Perorangan
Ganda/
Caapratan Badan Usaha 1
a. Luas <500 0.6
m? dan <2
Indeks Bobot Indeks
Fungsi Fungsi (I | Kasifikasi Parameter (bp) Parameter Parameter (Ip)
Lanta
b. Luas DB
>500 m?2
dan >2
lantai
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Tabel Koefislen Jumlah Lantai

'_“Jumhh Koelinlen Juminh Kuelisien
Lanial dumlnh _Lantal Jumlah Lantal
e Laninl k| 1,600
W:ﬁﬂr? ] : ﬁ‘ﬂ."l_ 37 1,605
_mﬁﬂ:"‘ N 1 3 1,704
~ DRtemer?— |~ 1299 ™ 1,713
~Tianemer T 1797 75 1,722
1.?"‘ 1 a0 1,730
2 TO00 37 1,738
3 ::r.'h I8 1,746
L) 1,135 a0 1,751
b 162 o 1,761
b L19T a7 T,768
L 206 LF 775
. 1265 73 T,782
¥ 1,799 a7 T;789
10 1,333 a5 795
1§ 1,364 6 801
1% Ty | AT 807
L 1440 3 TA13
e e 49 818
ol S 50 1,523
- Fadind 51 1,878
o i 57 TE33
18 1,575
Jumlah Koefisien Jumlah Koelisien
Lantai Jumlah Lantai Jumlah
Lavatai R
19 T,541 &3 837
T A 1,556 = ey
21 1.570 55 RIS
?2 i 56 1,849
Z3 1,597 r oot
L} T.610
75 1,623 S8 1E3b
76 T.639 L8 1,859
7 1,645 &0 TEG2
78 1,656 60¥[n] 1'“2;: Iu,una
79 I,666
30 1,676
Keterangan:

¢ Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
0 Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

0 Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai
atau lapis basemen pada BG.

1 Diatas 3 lapis basemen, koelisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
1 Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.
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Koofisien Ketinggian DG =

i

(X LLi + YLBI)

L4 1 Luns Lantad ke-l

KL : Koefisien jumlah lantal
LB & Luns Basomen kel
KBi ! Koefisien Jumiah lnpis

C. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan

Indeks Bangunan
Gedung Terbangun

Bangunan Gedung Baru

1

Rehabilitasi / Renovasi
Bangunan Gedung:
a. Sedang

b. Berat

0,45 x 50% = 0,225
0,65 x 50% = 0,325

Pelestarian /Pemugaran
a. Pratama

b. Madya

¢. Utama

0,65 x 50% = 0,325
0,45 x 50% = 0,225
0,30 x 50% = 0,150

D. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi Indeks bpxIp Klasifikasi dan Parameter
Funpgsi
Rumah Tinggal 0,15 03x1 =03 Kompleksitas: sederhana
020 x2.00 = {40 |Permanensi : Permanen
050x1,00 =050 |Ketinggian: 1 lantai
¥ (bp % Ip) 1;2—- Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perarangan) = 1
Indeks Terintegrasi (Iit): 0,15x1,2x1=0,18

kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Wajo
Data Bangunan

8HST BG Sederhana

Cara

Fungsi
Luas Bangunan (Llt)

Ketinggian
Lolkasi

Kepemilikan

Indeks Lokalitas

perhitungan nilai

: Hunian
: 36 m?2
: 1 lantai

: Kabupaten Wajo
: pribadi
: Bp.5.170.000,-

i ...%. [sesuni dengan nilai indeks lokalitas jenis

bangunan)
: Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST)
x Retribusi PB Indeks Terintegrasi ([} x Indels RG
Terbangun

136 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 0.18 x 1

! Rp. 167.508,-
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Sl hnson gredung vestoan a8 Kebapates Wajo

Do Dangunnn
ansl

L Poinggunan (1I4)
Retingguinn

Lok

Kepemilikan

SHET DO Hederhnn

Inleks Lokalivan

1 Usnhiin

AR

1 btk

1 Knbupaten Walo
b

1 Rp BTD000,-

o™ (mesunl depan nilal indels lokalitas jenin
Langgunan)

Fungsi t.'{:w 5¥T bip x Ip_ s Whasmifibeosd llnn I‘ummm-r
Rumah 00x2 |=06 | Kompleksitas : tidak sederhana
Tinggal 0,20 x = 040 Permanens : Permanen Ketingghan : 3
2,00 = ), 50 Tntind Kepemilikon  perorangan
050% |56
1,12
L (bp x
ip) = e S
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = |
Indeks Terintegrasi () 0,7 x 1.56 x 1 = 1,002

Cara perhitungan nilad
Retribusi PRG

t Luas Total Lantad (L14) x (Indeks Lokalitas x SHST) x

Indeks Terintegrasd (1) x lndeks DG Terbangun

£ TA8 x (0.5 % x Rp. 5.470.000,-) x 1,002 x |
: Bp 20.832.411,-

11. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

TABEL STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PRASARANA BG

Dipindai dengan CamScannel

DAN INDEKS PRASARANA BG
TRDEKS PRAEARANA BO (1)
—_ s‘i?rﬁ?e RUSAK RUSAR
JENIS BANG BERAT/PEKE | SEDANG/PEKER
"o PRABARANA RETRIBUSI f1°H DANGUNA RIAAN JAAN
PRASARAN KONSTRUKS! KONSTRUKS!
A (H8mwy BARY SERESAR SEBESAR 45%
65% DARL BO DARI BO
1 ] 3 4 ] [ T
1. [Konatruked Prgar Rp.5.000/m | 1,00 0,658 0,45 x50%
pembatas fpenah XEOM, = = 0,725
an/ pengaman - 0,525
Tanggul/ Rp. 5000/m | 1,00 0,65 0,45 %20,
retairing woll K500 = « 0,228
0,398
Turnp batas Rp. 50.,000/m| 1,00 0,65 0,45 x50%
lnveling/ persil x50 = = 0,225
i 0,325
2. | Ronstruksi penanda | Gapura Rp.50.000/m3 1,00 0,65 0,45 K500
masuk loknsi K30 - - 0,228
0,325
Gerbang Rp.50.000/m? 1,00 0,65 0,45 X809
X500 - = 0,225
0,395
3. | Konstrulsi Jnlnn Rp.10.000/m? 1,00 ag:a 0,45 D.x:-lh“'ﬁ
X - -
A 0,335
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lapangan Bp Lomime |00 T 048 1BOM,
upnenrs e = 0,228
PP [ I 0,328 - .
Lapangan fp. 1 000/me | 1,00 0,68 0,48 xB0%
olalags RO = = 0,220

I | terbuka VRS | | N—" o3z |

4, | Konminbol pO00 me | 1,00 T naA 0A5 K6 |
pecheranan anpal, SR = = 1,298

. S I F——— 0,320 .

5. | Konsbrubl Rpbhotofmi [1Loo 1 oen 0AB 2B
peciernann Y - = 0,928

—grueabock ] 0 | 0,325
6. | Konmirukal Jdembatan Bpbo.oonfmd 1,00 | 068 | D45 xA0RG =
pen hubung B0, = - 0,998
A 0,020
Pax culert W B0.000/md 1,06 065 0,45 =i,
nhilr - = 0,225
¥ | Konatrubs Rp. 10,000,/ m 0,328
; p 10,000 /ml 1,60 0,68 OAS BN
penghubung RO, = * 0,225
(jembainn anlar 0,326

B. | Konatruloi Rp 280000/ | 1,60 0,66 0,45 a5 |
penghubung m AR50 = = 0,228
(fembalan 0,326
penyebrangan
orang/barnng)

9. | Konstruksl Bp.140.0007 (1,00 0,65 0,45 R50%
proghubung m? KEOMH = = 0,225
{jembatan bawah 0,335
tanah/

Underpass
i INDEKS PRABARANA B0 )]
KO JENIS BANGUNAN BATUAN  |[PEMPANGUNAN - oed
PRASARANA RETRIBUSI BARL il 4 e
PRABARANA KONBTRUKSI SEBESAR 45% DA
$iBn SEBESAR 65% B0
DARI DO
T 2 3 [ 3 6 7

10 | Kenstrulsd kelam/ Kelam renong Rp.7.000/m? | 1,00 0,65 0,5 x5k =

reservoir bawah tnnah iogiads el
0,325

Kalam pengsinhan | Rp. 5.000 /m? | 1,00 0,65 0.45 x50 =

nir x50% = 0,225
reaerpoir di bowah 0,325

tannh —

11, | Konatrulkai septic Rp.15.000/m{ 1.00 0,65 0,45 %5006 =
fank, sumur x50% = 0,235
resapan 0,323

12 | Kenstrulal menars Mennra reservolr | Rp, 7,500,000 | 1,00 0,65 0,45 pS0%% =

funit ﬁ:‘;} . 0,225
Cersbang Rp.50.000/ | 1,00 0,65 0,45 x500% =
unit =50 = 0,225
0,335
13, | Kenatrulsi menarn nir Rp.400.000/ | 1,00 0,65 0,45 x50% =
Sm32 =50% = 0,235
0325
14, | Konstruksl monumen | Tugu Rp.250.000/ | 100 0,65 0,45 x50% =
unit PLT RS 0225
0,325
Patung Rp.250.000/ | 1.00 0,65 0,45 x50 =
unit x50 - 0,225
0,325
[ ddnlarn porsil Rp.250.000/ | 1,00 0,65 0,45 250% =
it x50 = 0225
0,325 N
D4 luar perail Rp.250.000f | 1,00 0,65 0,95 £50% =
i %500 = n.225
0,325
15| Konstrukasi Inatnlasi listrik Rp.100.000/ | 1,00 0,65 0,45 x50% =
inataloslfgardu listrik Unit l?“; 0,225
(luas o
maksimum 10
m. apakila nda
penambahan
Juna unit,
d
bimya
tamhahan
Fp.10.000/m?)
27




lyjmtmlusi W bom nang | 1o (e URLELY e
L R LU A . 0,33%
W Bids o, 0%
wimbabimn 11
il mjalilla meda
iminbiaking
(LERTITTM
WMibapaliar
bitmy .
= UL PTAMA AN BT R ————,
HARA (07 (] — —FIR
Ny ARNIH PANTIENAN HATUAN RUNA WA
FIARARANA it | renanouian | SANAT/PERRY ':ﬁ‘,’fn‘fm'-::‘
FRABAIANA (I BONRTIUKI BENEBAR 4fits (AR
lllum PEDEAAR 5% 143
1 3 y — g LT .ECJ " ———y———]
hiATg ‘E:"qu mi Ty L =
peingilalingg ".n" % T
flirmn I
mmabebroam 10
m wpaliln nda
fnvarniidian
Nanima wippi,
iliwpubonn
Tilayn
tamlialinn
LRI
WipiyatiisWal W'Wnﬂm-'_ EPJ"‘"J:M"W—_-"‘ (6 |37 A —
roblama PEpER TR i ymlnm.mu ' %- 0,225
If, 4
Tagrnn rimima T ] TN =, =
Mecdiet wenti | [JR700000/ e RAIn
nlnnl barpa
tmmibk pagar]
T LY L =
i A Hp 800007 1. ] s viH
TR i P&E =
UL e oo0/Unh | s O e
gl d
wniabmirnind |60
m, apabila win
penamlinlian
Tt ghony,
dibing
kalipataniya)
0| VRV RATRA AT 1,00 075 AT
25
1) Banedinig teviue
dangan TR T.om v -
Wsron vkl -4 “mnm m?‘ummu '%%F% o,
skl . 15 =
'mﬁﬂnﬁm BI7E 18.000.000 | " d.;fg Uy %
Walligabea 76100 | i | 6-000 & e
m i 700 X Ea e 0,224
EFE PHAEAFNNA HO]
RUBAK
NO AEHIA BANGUNAN BEDANDfPERERIA
PRASARANA AN RONSTRUKS!
SEBESAR 45% DARI
na
T 7 L) !
m ToT= UAG RS0 =
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Loy i M | - I Ak

i e T
i 3 nn gt
};.:’m ':."' b A ] :
1| R K e —
i"lil.hﬁﬂ P 70 000 noa | 100 i MEW U“.f'g-';,&i
Aq..ur " !rlhrm nony| 1o —foan 3} n.u.iﬁﬁ
J|_ wih T Tl Talims —— E ’ R am—
L R | — - ot o 5 B a7 _
i THITERE PRARKFARA T T
KARGA FURAK FURAK
Jaa PANGUNAN | mATUAN  PRMBANGUNAN
FRASARANA pETRIBUS) kit 5:::””-" '::I::':';IL'TR#:J!::I'A
PRASARANA KONATRURS| AEDEAAR 49% AR
LB al:ﬂ!!-" 6% (114]
T 1 1 5 .-!'?.fnﬂﬂ y
FF RLI]I.I I|n'h-
YT Baliivan 100 .
" Rp.3.000/m '?:?;E k- H
o Ralam 1 T L Lo T
AT LR prang ﬂp-s.mﬂflﬂa fodl .5;;;‘&. Lol 0235
23 | Fonairukai g——-_ =
pevimpanan/ Rp.8.000/m3 | 70 s k-4
Bila [+ R FL]
Eslsrangan

| ED = Rusak Perst
1 F8 = Fusak Ssdang

1 Jenis kenstrukel bangunan lainnya yang lermasuk prassrana BO ditetapkan eleh pemeriniah desrah

CATATAN:
*

&

Luas BG dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolam.,
Luas teras ,balkon dan selasar luar BG, dihitung setengah dari luas

yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.

&

Luas bagian BG seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung

setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.

Luas bagian BG seperti seperti canopy dan pergola (tanpa kolom)

dihitung setengah dari luas yang dibatasi olech garis tepi atap
konstruksi tersebut.

garis tepi atap konstruksi tersebut.

Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh

BUPATI WAJO,
TTD

AMRAN MAHMUD
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